
BUPATI SAMBAS 

BUPATI SAMBAS 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR 60 TAHUN 2015 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 46 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR 
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL BERTA PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 

ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

UPATT SAMBAS, 

Menimbang a. bahwa Pedoman Perjalanan Dinas Dalamn Negeri dan Luar 
Negeni Bagi Pejabat Negara, Pimnpinan darn Anggota Dewan 
Perwakila Rakyat Daerah, Pegawi Negeri Sipil serta 
Pegawai Tidak Tetap di Lingkngan Pererintah Kabupaten 
Sambas Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015; 

b. bahwa prhgaturan dalam pedoman perjalanan dinas perlu 
dilaku.k.an perubahan sesai dengan kondisi yang ad.a, 

c. bahwa berdasark.an pertimbangan sebagaim.aha dirak.sud 
huruf b, perlu renetapk.an Perubahan Atars Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Perjalanan Dinas Dala Negeri dan Lua Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Per wakilan 
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak 
Tetap di Lingkungea Pererintah Kabupaten Sambas; 

Mengingat : 1. Urdang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentulean Daera.h Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor , 
enbaha Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 
352) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 1959 Nono 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republike Indonesia Nomor 1820l 

2. Undang-undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur 
Sipill Negara, (Lembera Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Noror 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 54941; 

3. Undang-Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2014 Norr 244, Tamnbahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Noor 5587) cbageiracna tela.h 
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 
Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679; 

4. Peraturan Pemerintah Noror 58 Tahu 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
tonesi Tahun 29°r 14o, Tamabahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 4578]; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I 
Nomor 310; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahu 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Neger, 
Pemerintah Daerah dan Pirpinan Serta Angota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20I1 Nomor 60]; 

7 Peraturan Menteri Dalam iegeri Noror $2 Tahu 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 903); 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 
tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bag Pejabat 
Negara/ Pegawai Negeri Sipill dan Pegawai Tidak Tetap (PTT); 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.O2/2015 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 
4 

ll Pereturan Bupati Saur.bas Nomor 46 Tau 2015 tentang 
Pedoman Perjalanaen Dinars Dalam Negeri dan Luar Negeri 
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwaklan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta 
Pegawai Tidak Tetap di Lingkunga Pererintah Kabupaten 
Sambas (Berita Dacrah Kabupaten Sambas Tahun 2015 
Nomor 46); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATT SAMBAS NOMOR 46 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEOAWAl 
NEGERI SIPHIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasa I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 20L5 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam iegeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat 



Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawa 
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 46), diubah 
sebagai berikut 
L. Ketentuan Pasa 4 ditambah (satu) ayat, schingga berbunyi sebaga 

berikeut. 
Pasal 4 

(I] Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dalam rang.ka 
a. melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, asistensi dan monitoring 
b. konsultasi/koordinasi; 
c. menempuh ujian dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan; 
d. menjemput/mengantarkan jenaah Pejabat Negara /Pegawai Negeri 

Sipil yang meninggal dunia dalam relakukan perjalanan dinas, dari 
tempat terakhir jenaah ke kota tempat perakaman jenazah; 

e. kegiatan kursus-kursus, bimbinga teknis, pelatihan dan sejenisnya; 
dan 

f egiatan pemeriksaan dan/atau pengawasan, pencitian dan survey. 
(2 Laranrya wa.ktu perjalanan dinas, bake ke dalam raupun ke luar daerah 

adalah maksimad S (ima) harni, termasuk hauni keberangkatan dan hari 
kembali. 

(3) Dikecualikan dai ketentuan sebagairmana dimaksud pada ayat (2) di atas 
adalah kegiatan kursus, bimbingan tekris, pelatihan, penelitian, 
pemerikscan dan pengawasan. 

(4) Pelakcsanaan perjalanan dinars sebagaimana dimaksud ayat (2) harus 
mendapat persetujuan dari Kepala SKPD dan didukung dengan dokumen 
maksud perjalanan din.as berkenaan (surat undangan, berita 
kawat/formulir berita dan lain-lain sejenisrrya). 

(5) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinars melebihi batas waktu yang 
ditentukan sebagaian.a dimaksud aryat [2), terlebih dahuhu harus 
mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang 

(6] Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rang.k.a 
koordinasi /konsultasi lamanya waktu perjalan.an dinars maksimal 3 (tiga) 
hai, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali. 

(7) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (6) relebihi waktu 
yang ditentukan harus dilampirkan surat keterangan yang dikeluarkan 
oleh pejabat dari terpat yang dituju 

2. Ketentuan Pasad I0 ditambah 3 (tiga) ayat, schingga berbunyi sebagai 
berikut; 

Pesad 10 

(l) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata di bawah harga 
yang tercantum dalam Stander Biaya yang ditetapkan atau terdapat 
kelebihan dai biaya yang diberikan, aka Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Ang@ota DP'RD, PNS da prr sang melakukan perjalanan dinas wajib 
menyetorkan kembali kelecbihan biaye tiet yang diterima kepada 
Benda.hara Pergeluaran/ Benda.hara Pengeluaran Pembantu pada SKPD 
yang bersangkutan 

(2 Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap hanga tiket pesarwat yang 
diperoleh, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan AngRota DPRD, PNS dan 
pr"sang melakukan perjalanan dinars dapat mengaju.k.an penggantian 
kekurangan terse but kepada Benda.hara Pengeharan/Benda hara 
Pergeluaran Pembantu pade SKPD yang bersangkutan dengan 
menunjukkan bukti pembelian tiket pesawat dan alasan-alasan tertuhis 
yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penggantian 



(3) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh piha.k 
penyelerggara atau oleh pejabat yang berwenang diman.a tiket 
keberangkatan dan/atau tiket pulang sudah diperoleh dan yang 
bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket yang sudah 
diperoleh dapat dibayarkan/diganti dengan melampirkan bukti 
pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang 
berwenang. 

(4) Apabila terjadi pembatalan tiket perjalanan pulang yang dikarenakan 
oleh adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
tugas baru, maka tiket yang sudah terlanjur dibeli da pat 
dibayarkan/diganti. 

(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan 
sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan uang harian yang 
telah dikeluarkan dapeat dibayarkan/diganti dengan melampirkan bu.kti 
pembatalan kegatan dan surat pembatalan kega tan. 

(6] Apabila terjadi pembatalan keberanga tan oleh mas.kapa penerbangan, 
maka tiket dan uang harian yang telah dikcluarkan dapat 
dibayarkan/diganti sebe ar standar tempat terakhir pelaksanaan 
perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti pembatalan 
kcberangatan olch mas.kapa penerbagan dimaksud 

(7) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan alibat hal yang tidak terduga 
(force majeure), maka tiket dan uang harias yang telah dikeluark.an dapat 
dibayarkan /diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan 
perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti keberangkatan 
dan/atau surat ketera.ngan dari piha.k yang berwenang 

(8) Hal yang tidak terduga scbagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi 
kecelakaan ladu intas, bencana alam, sabotase, pemogo.an, huru hara, 
epidemic, kebakaran, banjir, gempe bumi, perang, kebijakan/keputusan 
pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan 
system, dan korunikasi dari salah satu piha.k ketiga yang jasanya 
dimanfaatkan satu pihak yang menghalangi seccara langsung untuk 
terlaksanany.a perjaanan din.as 

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 
(2) Dokumen pertanggungiarwaban sebagaimana dimak.sud ayat (lJ 

meliputi 
a. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang 

berwenang 
• 9PPD yang telah ditadatagauni oleh Pejabeat yang dituju dan Peja bat 

c. Bukti tiket pesawat, boarding pass dan airport tax bagi perjalanan 
dinas luat daerah dalam Propinsi (antar Kabupaten) dan perjalanan 
dinas luar daera.h Propinsi yang menggunakan transportasi pesawat 
bukti tiket kapal dan kendaraan urum lainnya dibayarkan secara 
nyata/riil, serta tanda bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM] 
bagi kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk 
melakuken perialaan dines berdaekee stander bierye transportsi 
perjalanan dinas yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati; 

d. Untuk tiket pesawat yang sudah termasuk didalamnya boarding pass 
dan airport tax, cukup melarpirk.an tiket pesarwat se bagai buketi 
perjalanan dinars; 

e. Bulei penginapan bag yang menggunakan failitas hotel/ perginapan 
lainnya; dan 

f Laporan pelaksanaan tugas 



Pasal Il 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2016 

Agar setiap orang mengetahuiny, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daera.h Kabupaten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada targgal 31 Desember 2015 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

JULIARTT DJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 31 Deserbe 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

JAMIAT AKADOL 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20I5 NOMOR 60 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEI BAGIAN H 

NDANG-U 

MARIANIS SL, MH 
PEMBINA (IV/a 

NIP. 19640112 200003 1 003 


